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mengkaji dispensasi perkawinan di bawah umur. Sebagian besar masyarakat 
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bawah umur. Walaupun dengan data dan informasi yang relatif terbatas, penulis tetap 
berusaha menyelesaikan penulisan hukum ini sebagai informasi awal tentang 
dispensasi perkawinan di bawah umur. 
Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa 
adanya bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung 
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ABSTRAK 
 
 
Tri Wijayadi, E. 0004052. DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM 
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN 
AGAMA SURAKARTA). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini mengkaji dan dan menjawab permasalahan mengenai faktor-
faktor yang menyebabkan Pengadilan Agama Surakarta memberikan dispensasi 
perkawinan di bawah umur serta aspek positif dan negatif dalam ketentuan 
pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. 
Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan 
data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung 
data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara 
wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan 
menggunakan cara teknis analisis kualitatif dan studi kepustakaan. Teknik analisis 
kualitatif adalah pendekatan yang digunakan oleh penulis dengan mendasarkan pada 
data-data yang dinyatakan oleh responden secara lisan atau tertulis dan juga perilaku 
secara nyata kemudian diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. 
Hasil penelitian menunjukkan pada dasarnya dispensasi perkawinan di bawah 
umur yaitu pernikahan yang di langsungkan di mana para calon mempelai atau salah 
satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur 
minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
Meskipun demikian, pihak pengadilan agama dapat memberikan ijin perkawinan di 
bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan 
yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon 
mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang 
melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Aspek positif diberikan 
dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu 
kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum 
yang berlaku. Aspek negatifnya adalah faktor mental dan usia yang kurang 
mendukung bagi kedua calon mempelai. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini 
adalah untuk pertimbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada 
khususnya terutama bagian Humas., memberikan gambaran pada instansi yang 
bergerak di bidang perkawinan, memberikan jawaban terhadap permasalahan yang 
diteliti serta dapat dipergunakan sebagai bahan masukan terhadap para pihak yang 
mengalami dan terlibat langsung dengan judul ini. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 
Manusia sebagai makhluk yang berkebudayaan memiliki aktifitas-
aktifitas tertentu yang hasilnya akan dirasakan oleh generasi-generasi penerus 
kemudian. Berkat warisan kebudayaan, manusia dapat mengatasi masalah-
masalah yang terjadi dalam hidupnya. Pewarisan kebudayaan ini terjadi lewat 
bahasa, oleh karena ruang lingkup kebudayaan itu luas sekali. Dalam hal ini 
bahasa tidak hanya meliputi bahasa dalam arti sempit, melainkan meliputi 
segala macam simbol dan lambang yang dapat mencatat kebudayaan dari 
generasi satu kepada generasi lain pada umumnya, sehingga hasil budaya 
manusia makin hari makin sempurna. Jadi, pada dasarnya kebudayaan itu 
merupakan suatu proses belajar-mengajar yang menghasilkan bentuk-bentuk 
baru dengan menimba pengetahuan dan kepandaian dari kebudayaan 
sebelumnya. Kebudayaan sebagai proses belajar tidak menjamin kemajuan 
dan perbaikan sejati. Dengan berguru pada kesalahan dan kekeliruan, 
manusia mungkin akan menjadi lebih bijaksana. Kekeliruan dan kesalahan 
ada manfaatnya bagi perkembangan kebudayaan, walaupun tidak sepenuhnya 
demikian. 
 
Kebudayaan di Indonesia ini mengalami perjalanan yang panjang dan 
dipenuhi oleh beberapa kebudayaan yang dikuasai oleh nilai-nilai agama dan 
kebudayaan dari luar yang masuk ke Indonesia sehingga kebudayaan itu 
menjelma menjadi kebudayaan yang sekarang dan mengakar. Di antara 
kebudayaan yang berpengaruh adalah Hindu, Buddha, Islam dan Nasrani 
serta kebudayaan-kebudayaan dari barat. 
 xvi
 
Kebudayaan terdiri dari banyak hal diantaranya perkawinan. 
Perkawinan dari beberapa daerah terdiri beraneka ragam upacara adat tetapi 
sebenarnya mempunyai maksud yang sama. Perkawinan banyak yang 
menggunakan dari Agama Islam karena Indonesia itu mayoritas beragama 
Islam.  
 
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa sehingga kehidupan di alam ini dapat berkembang dengan baik. Dalam 
perkawinan mempunyai tatacara dan syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda 
di setiap daerah serta harus terpenuhi dalam pelaksanaannya (Idris Ramulyo, 
1996: 5). 
 
Aturan tata tertib dan adat-istiadat perkawinan sudah ada sejak dahulu 
kala dan sampai sekarang masih banyak yang dipertahankan oleh para 
masyarakat, pemuka agama dan atau para pemuka masyarakat adat. Aturan 
tersebut lama-kelamaan terus direvisi dan berkembang dalam masyarakat 
yang mempunyai kekuasaan pemerintah. Kenyataan di masyarakat Indonesia 
mempunyai beraneka adat-istiadat yang berbeda-beda menjadikan 
pelaksanaan tata upacara perkawinan daerah yang satu dengan yang lain 
berbeda pula. Perbedaan pelaksanaan tata upacara perkawinan ini didorong 
oleh masih banyak para masyarakat yang memegang teguh kebudayaan dari 
nenek moyang, dengan prinsip jangan sampai adat-istiadat mereka punah dan 
perlu dilestarikan. 
 
 xvii
Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, 
mencakup seluruh segi kehidupan manusia. Karena itu adanya kepastian 
hukum bahwa telah terjadinya suatu perjanjian pernikahan mudah diketahui 
dan mudah diadakan alat-alat buktinya. 
 
 
 
Firman Allah S.W.T.:  
(#qßsÅ3Rr&ur 4‘yJ»tƒF{$# óOä3ZÏB 
tûüÅsÎ=»¢Á9$#ur ô`ÏB ö/ä.ÏŠ$t6Ïã 
öNà6Í¬!$tBÎ)ur 4 
 bÎ) (#qçRqä3tƒ uä!#t•s)èù 
ãNÎgÏYøóãƒ ª!$# `ÏB ¾Ï&Î#ôÒsù 3 
ª!$#ur ììÅ™ºur ÒOŠÎ=tæ ÇÌËÈ  
Artinya : 
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka 
miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan 
Allah Maha Luas (pemberian-Nya) Lagi Maha Mengetahui. (Q.S.An-
Nur:32) 
 
Sejak dahulu dengan adanya perkembangan pola hidup masyarakat 
yang semakin modern dan pengaruh budaya asing yang masuk ke negara kita 
terdapat fenomena pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Permasalahan 
yang terjadi dalam pelaksanaan hukum perkawinan timbul dengan adanya 
perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, di dalam 
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah membatasi umur 
untuk pelaksanaan perkawinan “pria 19 tahun dan wanita 16 tahun”. Tetapi 
dalam kenyataannya di masyarakat terjadi perkawinan di bawah umur yang 
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dilakukan. Permasalahan ini terjadi karena berbagai latar belakang yang 
menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut. Ada kalangan yang memang 
mengharapkan atau menginginkan untuk melakukan perkawinan di usia muda 
dan ada yang melakukan perkawinan itu harus dilakukan sebelum seseorang 
mencapai umur yang sesuai daripada ketentuan yang telah ditetapkan 
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan pertimbangan 
apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan akibat 
yang negatif atau merugikan baik kedua belah pihak atau bagi orang lain 
yang bersangkutan dalam hal untuk menjaga nama baik. Memang perkawinan 
itu harus segera dilaksanakan untuk menjaga kelangsungan keturunan karena 
salah satu pihak menderita penyakit dan apabila perkawinan itu tidak segera 
dilaksanakan maka kedua belah pihak tidak bisa memperoleh keturunan dari 
perkawinan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan 
dukungan atau dispensasi dari berbagai pihak termasuk Pengadilan Agama 
(Abdul Manan, 2002: 10). 
 
Berdasar uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian tentang: 
“DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKAWINAN 
DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA 
SURAKARTA)” 
 
B. Perumusan Masalah 
 
Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu 
penelitian, hal ini di karenakan perumusan masalah akan membantu peneliti 
dalam mengindentifikasi persoalan yang akan diteliti secara jelas, sehingga 
akan menentukan arah penelitian yang akan ditentukan. Berdasarkan uraian 
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latar belakang masalah yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai 
berikut :  
1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Pengadilan Agama Surakarta 
memberikan dispensasi dalam perkawinan di bawah umur ? 
2. Apakah aspek-aspek positif dan negatif dalam ketentuan pemberian 
dispensasi perkawinan di bawah umur? 
 
C. Tujuan Masalah 
 
Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, kerena 
tujuan akan menjadi arah dan pedoman dalam mengadakan penelitian. Tujuan 
penelitian di sini adalah penelitian berkenaan dengan maskud peneliti 
mengadakan penelitian, terikat dengan perumusan masalah dan judul yang 
diangkat. 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :  
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan 
Pengadilan Agama Surakarta memberikan dispensasi dalam 
perkawinan di bawah umur.  
b. Untuk mengetahui aspek-aspek positif dan negatif dalam ketentuan 
pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur? 
 
2. Tujuan Subyektif  
a. Untuk memperoleh data-data yang lengkap tentang pemberian 
dispensasi dalam perkawinan di bawah umur oleh Pengadilan Agama 
Surakarta. 
b. Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman penulis di 
bidang hukum, khususnya humas. 
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c. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar 
kesarjanaan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat 
diberikan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut :  
 
1. Manfaat Teoritis  
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum 
khususnya humas.  
b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, 
atau pembaca yang tertarik dalam humas. 
c. Memberikan gambaran yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang 
menyebabkan Penagdilan Agama Surakarta meberikan dispensasi 
dalam perkawinan di bawah umur. 
d. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi peneliti-peneliti 
selanjutnya. 
 
2. Manfaat Praktis  
a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.  
b. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis 
sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan 
ilmu yang diperoleh.  
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c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah 
dari peneliti dan bermanfaat menjadi referensi sebagai bahan acuan 
peneliti yang lain dalam penelitian pada masa yang akan datang. 
 
E. Metode Penelitian 
 
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 
analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan 
konsisten (Soerjono Soekanto, 1986 : 42). Metode diartikan sebagai suatu 
cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara 
mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menginterpretasikan 
data. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan 
mengembangkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang 
dilakukan secara metadologis, yang berarti menggunakan metode-metode 
yang bersifat ilmiah dan sistematis yang berarti sesuai dengan pedoman atau 
aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah (Winarno Surachmad, 1990 : 
139). 
 
 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan 
pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah 
yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena untuk 
mengidentifikasi pelaksanaan hukum di masyarakat. 
 
2. Sifat Penelitian  
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat 
deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data 
yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya 
(Soerjono Soekanto, 1986: 10). 
 
3. Pendekatan Penelitian 
Perdekatan penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat kualitatif yang 
dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 
subyek peneliti, misalnya perilaku, tindakan, persepsi dan lain-lain secara 
holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif dalam 
suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 
metode ilmiah (Soerjono Soekanto, 1986: 12). 
 
4. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Pengadilan Agama 
Surakarta. 
 
5. Jenis Data 
a.  Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari  sumber pertama 
atau penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian 
secara langsung di Pengadilan Agama Surakarta. 
b.  Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari 
lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari 
dokumen-dokumen, berkas perkara, buku-buku literature, arsip-arsip 
serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti oleh penulis. 
 
6. Sumber Data 
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Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. 
Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang 
menjadi sumber data adalah : 
a.   Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 
langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil 
wawancara kepada pejabat yang berwenang di Pengadilan Agama 
Surakarta keluarga yang mengalami dispensasi perkawinan, dan tokoh 
agama. 
 
b.   Sumber Data Sekunder 
Menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, 
buku-buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah 
yang diteliti (Soerjono Soekamto, 1986: 66), yaitu: 
1)         Bahan hukum primer 
Merupakan bahan-bahan hukum yang utama dan terdiri dari: 
a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan 
b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
c) Kompilasi Hukum Islam 
d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama 
e) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. 
2)         Bahan hukum sekunder  
Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan 
bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan 
menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari : 
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a)      Buku-buku ilmiah di bidang hukum 
b)      Makalah 
3)         Bahan hukum tersier 
Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan informasi 
tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 
meliputi: 
a)      Surat kabar 
b)      Internet 
 
7. Teknik Pengumpulan Data 
a.   Wawancara 
Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan 
mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari pihak-
pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti sehingga memperoleh 
jawaban yang konkret mengenai suatu peristiwa hukum. 
Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-
pihak yang terkait dengan penelitian ini. Para pihak yang akan 
dimintai keterangan antara lain hakim (Drs. Sultoni, MH), pegawai 
pengadilan (Edy Iskandar, SH), keluarga yang mengalami dispensasi 
perkawinan (Slamet Widodo dan Haryani), dan seseorang yang lebih 
mengenal tetang agama Islam(Ustadz H. Syamsul) 
 
b.   Studi Kepustakaan 
Yaitu cara pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data  
dengan jalan mempelajari buku-buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen, 
peraturan perundang-undangan, contoh putusan dan bahan pustaka 
lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
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8. Teknik Analisis Data 
Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data 
memerlukan penelitian dan daya pikir optimal. Pemilihan terhadap 
analisis yang dilakukan bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta 
sifat data yang terkumpul. 
 
Suatu penelitian, teknik analisis data merupakan suatu hal yang sangat 
penting untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti 
berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Pada tahap ini seluruh 
data yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis sedemikian rupa guna 
memecahkan atau menjelaskan masalah-masalah yang telah dikemukakan 
di awal, sehingga akan tercapai sebuah kesimpulan. 
 
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif 
(interactive model of analysis). Teknik analisis kualitatif model interktif 
adalah suatu teknik analisa data yang meliputi 3 (tiga) alur komponen 
pengumpulan data, yaitu : 
 
a.   Reduksi data (sasaran penelitian) 
Reduksi data adalah proses pemikiran, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 
muncul dari catatan-catatan di lapangan. Sajian data merupakan suatu 
rakitan organisasi informasi yang menghasilkan kesimpulan riset. 
 
 
 
b.   Penyajian data (data display) 
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Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
keputusan. 
 
c.   Penarikan kesimpulan (conclution drawing) 
Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
peneliti yang perlu diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap 
pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti 
setelah data tersaji (H.B Sutopo, 1993:34). 
 
Model analisis yang telah disebutkan di atas merupakan suatu siklus 
yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Dalam pengumpulan 
data, data yang terkumpul langsung dianalisis untuk mendapatkan reduksi 
data dan sajian data. Apabila kesimpulan dirasa kurang mantap akibat 
kurangnya data dalam reduksi data dan sajian data maka penulis menggali 
data-data yang sudah terkumpul dalam buku catatan khusus yang memuat 
data-data dari lapangan.  
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Gambar 1. Interaktif Model of Analysis 
 
 
 
 
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 
BAB I             :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang 
Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 
Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan 
Hukum. 
 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan 
yang meliputi dua hal yaitu Kerangka Teori dan Kerangka 
Pemikiran. Kerangka teori akan diuraikan tentang hal-hal 
Pengumpulan Data 
Reduksi Data Sajian Data 
Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 
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yang berhubungan dengan dengan pokok masalah yang 
meliputi antara lain Tinjauan Tentang Perkawinan, Tinjauan 
Batasan Umur Melakukan Perkawinan, dan Tinjauan 
Tentang Dispensasi Dalam Perkawinan Di Bawah Umur. 
Sedangkan kerangka pemikiran akan disampaikan dalam 
bentuk bagan dan uraian singkat.                   
 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini akan memaparkan tentanh hasil dari penelitian yang 
telah diperoleh dan dilanjutkan dengan pembahasan yang 
dilakukan terhadap hasil penelitian tentang  Faktor-faktor 
yang Menyebabkan Pengadilan Agama Surakarta 
Memberikan Dispensasi dalam Perkawinan di Bawah Umur, 
dan Aspek-aspek Positif dan Negatif dalam Ketentuan 
Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur 
 
BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN 
Dalam bab ini penulis akan menuliskan kesimpulan dari 
hasil penelitian dan memberikan saran yang berangkat dari 
hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. 
 
DAFTAR PUSTAKA  
 
LAMPIRAN  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Perkawinan 
a. Pengertian Perkawinan  
Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual 
tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah 
akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual 
sebagai suami istri antara seorang pria dengan wanita. Nikah 
artinya perkawinan sedangkan aqad artinya perjanjian, jadi akad 
nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam 
perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria 
membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi) (Idris Ramulyo, 
1996: 1). 
 
Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” 
ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan 
di antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan 
hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar 
sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan 
suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih 
sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh 
Allah (Ahmad Azhar Basyir, 1977: 10).  
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Sajuti Thalib mengatakan bahwa perkawinan ialah suatu 
perjanjian yang suci dan kuat serta kokoh untuk hidup bersama 
secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 
membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih 
mengasihi, tenteram dan bahagia (Idris Ramulyo, 1996: 2). 
 
Imam Syafi’I mengatakan pengertian nikah ialah suatu 
akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara 
pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (mathaporic) 
nikah itu artinya hubungan seksual (Hosen Ibrahim,1971:65). 
 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan pada Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berdasarkan 
Pancasila di mana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha 
Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali 
dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja 
mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau 
rohani juga mempunyai peranan yang penting. 
 
Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah 
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan 
ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk 
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mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah 
dan warohmah. 
 
Ditinjau dari sudut pandang sejarah perkembangan 
manusia maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah 
pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan 
yang hidup bersama dan yang tujuannya membentuk keluarga 
dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinaan dan 
menjaga ketentraman baik jiwa maupun batin. 
 
Pengertian perkawinan kita dapat lihat dari 3 (tiga) segi 
pandang, yaitu sebagai berikut: 
1) Dari Segi Hukum 
Ditinjau dari aspek hukum, perkawinan itu merupakan 
suatu perjanjian. Sebagaimana Firman Allah S.W.T.yang 
berbunyi: 
y#ø‹x.ur ¼çmtRrä‹è{ù's? ô‰s%ur 
4Ó|Óøùr& öNà6àÒ÷èt/ 4’n<Î) <Ù÷èt/ 
 šcõ‹yzr&ur Nà6ZÏB $¸)»sV‹ÏiB 
$Zà‹Î=xî ÇËÊÈ  
Artinya : 
Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal 
sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang 
lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) 
Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat 
(Q.S.An-Nisaa’:21). 
 
Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai atau 
mengandung 3 (tiga) karakter yang khusus (Soemiyati, 
1982: 10) : 
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(1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa         unsur 
sukarela dari kedua belah pihak. 
(2) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) 
mengikat persetujuan perkawinan itu saling 
mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian 
tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada 
hukum-hukumnya. 
(3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas 
hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing 
pihak.  
 
2) Jika dilihat dari aspek sosial perkawinan mempunyai arti 
penting : 
a) Hukum Islam memberikan kedudukan sosial yang 
lebih tinggi kepada wanita (istri) setelah dilakukan 
perkawinan, ialah dengan ada nya persyaratan bagi 
seorang suami untuk kawin lagi dengan istrinya 
yang lain, tidak boleh seorang suami mempunyai 
istri lebih dari 4 (empat), adanya ketentuan hak dan 
kewajiban suami dan istri dalam berumah tangga. 
b) Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya 
berpendapat bahwa orang yang melakukan 
perkawinan atau pernah melakukan perkawinan 
mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari 
pada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum 
wanita dengan perkawinan akan memberikan 
kedudukan sosial yang lebih tinggi karena ia 
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sebagai istri dan wanita berhak mendapat hak-hak 
tertentu. 
c) Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, 
wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa 
berbuat apa-apa tetapi menurut ajaran Islam dalam 
perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya 
dibatasi paling banyak 4 (empat) orang, itu pun 
dengan syarat-syarat tertentu pula. 
3) Dari Segi Agama  
Pandangan suatu perkawinan dari segi agama adalah 
suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, 
perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. 
Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang 
kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami 
istri atau saling meminta untuk menjadi pasangan 
hidupnya dengan mempergunakan nama Allah, sebagai 
mana dalam Firman Allah S.W.T. yang berbunyi :  
$pkš‰r'¯»tƒ â¨$¨Z9$# (#qà)®?$# 
ãNä3-/u‘ “Ï%©!$# /ä3s)n=s{ `ÏiB  
<§øÿ¯R ;oy‰Ïnºur t,n=yzur $pk÷]ÏB 
$ygy_÷ry— £]t/ur $uKåk÷]ÏB  
Zw%y`Í‘ #ZŽ•ÏWx. [ä!$|¡ÎSur 
4(#qà)¨?$#ur ©!$# “Ï%©!$#  
tbqä9uä!$|¡s? ¾ÏmÎ/ 
tP%tnö‘F{$#ur 4 ¨bÎ) ©!$# tb%x. 
 öNä3ø‹n=tæ $Y6ŠÏ%u‘ ÇÊÈ  
 Artinya : 
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu 
yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari 
padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada 
keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 
perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah 
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yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling 
meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
Mengawasi kamu ( Q.S An-Nisaa’: 1). 
 
 
  
 
b. Rukun dan Syarat Perkawinan yang Sah 
a) Sepakat para ulama Syafi’iah, ulama Hanafiah, dan 
ulama Imamiah bahwa akad nkah itu baru terjadi setelah 
dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu 
(Idris Ramulyo, 1996: 48-49) :  
a) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon 
pengantin perempuan ; 
b) Calon pengantin itu kedua-duannya sudah dewasa 
dan berakal (akil baligh) ; 
c)  Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut 
(tidak boleh ada paksaan) ; 
d) Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan ; 
e)  Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin 
laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami 
istri kepada istrinya ;  
f)  Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) 
orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka ; 
g)  Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran 
dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan 
qabul penerimaan oleh calon suami dengan 
menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang 
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diberikan. Setelah proses ijab dan qabul itu resmilah 
terjadinya perkawinan (akad nikah) anatara seorang 
pria dengan seorang wanita mebentuk rumah tangga 
(keluarga) yang bahagia kekal dan berdasarka 
Ketuhanan Yang Maha Esa ; 
h)  Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad 
nikah (perkawian) maka seyogiannya diadakan 
walimah (pesta perkawinan) walaupun hanya sekadar 
minum teh manis atau dengan sepotong kaki 
kambing untuk bahan sop ; 
i) Sebagi bukti autentik harus diadakan ilanun nikah 
(pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, 
sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
1954 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (lihat 
juga Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi 
Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991). 
 
2) Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia 
Bahwa dasar berlakunya Hukum Islam khusus 
mengenai Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk ialah: S. 
1973 Nomor 638 jo. S. 1973 Nomor 610 dan Nomor 116 
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 jo. 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1974, sekarang Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 
1974 Nomor 1), dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi 
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Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 jo. SK Menteri Agama 
Nomor 154 Tahun 1991). 
 
Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, maka dasar berlakunya 
Hukum Islam di bidang perkawinan, talak dan rujuk 
tentulah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ini 
terutama Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 (2) yang 
menetapkan sebagai berikut:   
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat 
menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan 
yang berlaku (Asnawi Mochd, 1975: 232). 
 
Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia 
mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional 
yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan 
memberikan landasan Hukum Perkawinan yang selama 
ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai-
bagai golongan dalam masyarakat , dan bagi golongan 
orang-orang Islam harus diperlakukan Hukum 
Perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
tersebut di atas, dan sahnya perkawinan menurut Hukum 
Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat 
sebagai berikut (Idris Ramulyo, 1996: 50-53): 
a) Syarat Umum 
Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan 
dengan larangan-larangan termaktub dalam Q. II ayat 
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221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan 
agama dengan pengecualiannya dalam surat Al 
Maidah ayat 5  (Q. V: 5), yaitu khusus laki-laki Islam 
boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, 
seperti Yahudi dan Nasrani. Kemudian tidak 
bertentangan dengan larangan-larangan tersebut 
dalam Al Quranul Karim surah Al Nisaa ayat 22, 23 
dan 24. 
 
 
b) Syarat Khusus 
Adanya calon pengantin laki-laki dan calon 
pengantin perempuan. Adanya calon pengantin laki-
laki dan calon pengantin perempuan ini adalah suatu 
Conditio sine qua non (merupakan syarat mutlak), 
absolut, tidak dapat dimungkiri, bahwa logis dan 
rasional kiranya, karena tanpa calon pengantin laki-
laki dan calon pengantin perempuan, tentunya tidak 
akan ada perkawinan. 
Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baligh 
(dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun 
jasmani. Sebaiknya calon pengantin laki-laki itu 
sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun sedangkan 
calon pengantin perempuan harus sudah berusia 20 
(dua puluh) tahun atau sekurang-kurangnya 18 
(delapan belas) tahun, tentunya pendapat ini tidak 
mutlak, harus dilihat pula situasi dan kondisi fisik 
dan psikis para calon mempelai itu. Baligh dan 
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berakal, maksudnya ialah dewasa dan dapat 
dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatan 
apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami 
sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah 
tangga, jadi bukan orang yang di bawah pengampuan 
(curatele). 
 
c) Harus Ada Persetujuan Bebas Antara Kedua Calon 
Pengantin  
Dalam persetujuan ini perkawinan tidak boleh 
dipaksakan. Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa seorang 
perempuan perawan datang kepada Nabi Muhammad 
saw. Dan menceritakan bahwa bapaknya telah 
mengawinkannya dengan seorang laki-laki, 
sedangkan ia tidak mau (tidak suka), maka Nabi 
menyerahkan keputusan itu kepada gadis itu, apakah 
mau meneruskan perkawinan itu atau minta cerai. 
 
d) Harus Ada Wali Nikah 
Menurut mahzab As Syafi’I berdasarkan suatu Hadist 
Rasul yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim (As 
Shahihani) dari Siti ‘Aisyah, Rasul pernah 
mengatakan, tidak ada nikah tanpa wali. Tetapi 
menurut mazhab Imam Abu Hanifah, wanita dewasa 
tidak perlu pakai wali kalau hendak kawin. Hadist 
Rasul menurut mazhab  As Syafi’I juga berdasarkan 
Hadist Rasul dari Siti ‘Aisyah  ra. Rasul bersabda, 
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tiap wanita menikah tanpa izin dari wali nikahnya 
batal, diulangi batal, batal. 
(Sampai tiga kali kata-kata batal itu diucapkan). 
 
e) Harus Ada 2 (dua) Orang Saksi, Islam, Dewasa dan 
Adil 
Dalam Al-Qur’an tidak di atur secara tegas mengenai 
saksi nikah itu, tetapi di dalam hal talak dan rujuk 
ada disebutkan mengenai saksi, maka dapat 
disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah 
diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan 
seorang perempuan, di samping adanya wali harus 
pula adanya saksi. Hal ini adalah penting untuk 
kemaslahatan kedua belah pihak, dan kepastian 
hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami 
maupun istri tidak demikian saja secara mudah dapat 
mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci 
tersebut, sesuai pula dengan analogi Al-Qur’an surah 
Al Baqarah ayat 282. 
Apabila kamu melakukan transaksi (muamalah) 
dalam waktu yang lama, hendaklah tuliskan 
dengan seorang penulis dan persaksikanlah 
dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki di antara 
kamu atau jika tak ada 2 (dua) orang laki-laki, 
boleh seorang laki-laki diganti dengan 2 (dua) 
orang perempuan, untuk pengganti seorang laki-
laki dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya 
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apabila lupa yang seorang maka seorang lagi 
mengingatkannya. 
 
f) Mahar (Mas Kawin) 
Hendaklah suami membayar mahar kepada istrinya, 
seperti disebutkan dalam Al-Qur’an Surah An Nisaa’ 
ayat 25 (Q. IV: 25) berikanlah mas kawin itu dengan 
cara yang patut. 
 
g) Ijab dan Qabul 
Ijab ialah suatu pernyataan kehendak dari calon 
pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. 
Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan 
untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki 
sebagai suaminnya secara formil, sedangkan Qabul 
artinya secara letterlijk adalah suatu pernyataan 
penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak 
perempuan.  
 
3) Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 
Dan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus :  
a) Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon 
suami dan calon istri, berarti tidak ada paksaan di 
dalam perkawinan.  
b) Pada asasnya perkawinan itu adalah satu istri bagi 
satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu 
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istri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan 
Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk 
boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari 
istri pertama, adanya kepastian dari pihak suami 
bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup 
istri-istri dan anak-anak serta menjamin bahwa suami 
akan berlaku adil, terhadap istri-istri dan anak-anak 
mereka. 
c) Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun 
dan wanita 16 (enam belas) tahun. 
d)  Harus mendapat izin dari masing-masing kedua 
orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan 
calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) 
tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari 
Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang 
dari 19 dan 16 tahun. 
e)  Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 
2 (dua) orang yang :  
(1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus 
ke bawah ataupun ke atas.  
(2) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke 
samping yaitu antara saudara, antara saudara 
dengan saudara orang tua dan antara seseorang 
dengan saudara neneknya. 
(3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, 
menantu dengan ibu atau bapak tiri.  
(4)  Perhubungan susuan, yaitu orang tua susuan 
dan bibi / paman susuan. 
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(5) Berhubungan dengan istri (ipar) atau sebagai 
bibi atau keponakan dari istri, dalam hal 
seorang suami beristri, lebih dari seorang.  
(6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya 
atau peraturan lain yang berlaku dilarang 
kawin.  
f) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan 
orang lain, kecuali oleh dispensasi pengadilan. 
g) Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka 
di antara mereka boleh dilangsungkan perkawinan 
lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak 
menentukan lain. 
h) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk 
kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. 
i) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara 
perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama 
Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pencatat Nikah, Talak 
dan Rujuk. 
      
4) Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi 
Hukum Islam  
Untuk melakukan perkawinan harus ada : 
(1) Calon suami 
(2) Calon istri  
(3) Wali nikah 
(4) Dua orang saksi, dan  
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(5) Ijab dan qabul 
 
c. Tujuan Melakukan Perkawinan 
Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk 
memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan 
mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur (Junus 
Mahmud, 1964: 1). 
 
Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa 
tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi 
kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus 
untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan 
keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga 
mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman 
jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan 
masyarakat.  
 
Dalam buku Soemijati, disebutkan bahwa : tujuan 
perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat 
tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan 
perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang 
bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh 
keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti 
ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh syari’ah (Soemiyati, 
1982: 27). 
 
Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai 
berikut :  
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1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi 
tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.  
2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih. 
3) Memperoleh keturunan yang sah. 
 
Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali 
membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, sebagi 
berikut : 
1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan 
melangsungkan keturunan serta memperkembangakan 
suku-suku bangsa manusia. 
2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan. 
3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.  
4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi 
basis pertama dari masyarakat yang besar di atas kecintaan 
dan kasih sayang 
5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki 
penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung 
jawab. 
 
Dari definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan 
bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 adalah bahwa perkawinan bertujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. 
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Sabda-sabda Rasulullah saw. mengenai perkawinan dapat  
kita jumpai sebagai berikut (Idris Ramulyo, 1996: 29) : 
1)  “Kawinlah kamu, berketurunanlah kamu, sesungguhnya 
aku (Muhammad) bangga dengan kamu terhadap umat lain 
pada hari Qiamat.”. 
2) “Kawinlah kamu, berketurunan kamu niscaya kamu 
menjadi banyak.” 
3) “Perempuan berkulit hitam, banyak melahirkan lebih baik 
dari perempuan cantik yang mandul.” 
4) “Siapa yang meninggalkan nikah karena takut banyak 
keluarga, maka bukanlah ia dari golongan kami.” 
5) “Hai para pemuda, barang siapa sudah mampu kawin, 
kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu dapat memelihara 
pandangan mata yang dapat memelihara dia dari perbuatan 
keji. Dan barang siapa yang belum sanggup hendaknya 
berpuasa karena dengan berpuasa itu nafsu syahwatnya 
akan berkurang.”  
 
Memperhatikan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah 
saw. tersebut di atas jelas bahwa Islam menganjurkan 
perkawinan, agar terwujud keluarga yang besar yang mempu 
mengatur kehidupan mereka di atas bumi ini, dan dapat 
menikmatiu serta memanfaatkan segala yang telah disediakan 
Tuhan. 
 
Rasulullah saw. menganjurkan kawin bagi mereka yang 
telah memenuhi syarat-syarat fisik dan materiil yang diperlukan, 
sebab manfaatnya kawin adalah untuk menjaga jangan 
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terjerumus dan melanggar larangan Allah, yaitu melakukan zina 
yang sangat dimurkai Allah, yang akibatnya sangat merusak 
kepada dirinya, keluarga dan masyarakatnya. 
 
Kecuali kalau memang persyaratan yang diperlukan belum 
terpenuhi Rasulullah telah memberi petujuk, agar yang 
bersangkutan melakukan puasa, sebab puasa adalah salah satu 
cara untuk mengekang syahwat, karena badannya lemah, maka 
syahwatnya pun lemah. Rezeki dan nikmat yang disediakan 
Tuhan  jelas melebihi kebutuhan manusia dan makhluk lain pada 
umumnya. 
 
Menjadi kewajiban manusialah mengusahakan dan 
menggali kekayaan alam yang berlimpah ini, untuk bisa 
dinikmati bersama-sama dengan cara-cara  yang diridhoi oleh 
Allah swt.  
 
Jadi jelas bahwa yang menentukan kehidupan manusia 
sepenuhnya adalah Allah swt. dan bila Dia telah memberikan 
rahmat-Nya kepada manusia baik  berupa kekayaan, kesehatan, 
ilmu pengetahuan ketentraman dan kebahagiaan siapapun tidak 
mampu menahan atau menghalang-halangi. Oleh karena itu 
kewajiban manusia ialah memohon dan berusaha sebagaimana 
mestinya. 
 
d. Hikmah Melakukan Perkawinan 
Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, 
menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan 
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hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain 
sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup 
berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, 
membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu 
harus diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak 
mungkin putus dan diputuskannyalah ikatan akad nikah atau ijab 
qabul perkawinan. 
 
Bila akad nikah telah dilangsungkan, maka mereka telah 
berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang 
damai dan teratur, akan hidup semati, sesakit dan sesenang, 
merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, ke bukit sama 
mendaki, ke lereng sama menurun, berenang sama basah, 
terampai sama kering, terapung sama hanyut, sehingga mereka 
menjadi satu keluarga. 
 
Mereka akan melahirkan keturunan yang sah dalam 
masyarakat. Kemudian keturunan mereka itu akan membangun 
pula rumah tangga yang baru dan keluarga yang baru dan 
begitulah seterusnya. Dari beberapa keluarga dan rumah tangga 
itu berdirilah kampung, berdirilah desa dan beberapa desa 
lahirlah negeri dan negeri lahirlah negara. 
 
Hikmahnya Allah  menjadikan Adam jadi khalifah di 
muka bumi, sehingga anak-anaknya berkembang biak 
meramaikan bumi yang luas ini. Dalam pada itu Allah 
menjadikan apa-apa yang di bumi ini untuk kebaikan dan 
kemaslahatan anak Adam itu. Agama Islam menetapkan bahwa 
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untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur itu 
haruslah dengan perkawinan dan akad nikah yang sah, serta 
diketahui sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi, bahkan 
dianjurkan supaya diumumkan kepada tetangga dan karib 
kerabat dengan mengadakan pesta perkawinan (walimah). 
Dengan demikian terpeliharalah keturunan tiap-tiap keluarga 
dan mengenal tiap-tiap anak akan bapaknya, terjauh dari 
bercampur-aduk antara satu keluarga dengan yang lain atau 
anak-anaknya yang tak kenal akan ayahnya. 
 
 Lain daripada  itu kehidupan suami istri dengan 
keturunannya turun-temurun adalah berhubungan rapat dan 
bersangkut paut bahkan bertali-temali, laksana rantai yang sama 
kuat dan tak ada putusnya ketika anak masih kecil dan dipelihara 
oleh orang tuannya, bila anak sudah dewasa dan orang tuanya 
sudah lemah serta tak sanggup berusaha, maka dijaga dan 
dipelihara pula oleh anaknya. Begitulah seterusnya turun-
temurun, sehingga mereka hidup segar, sehat dan makmur. 
 
 Alangkah malangnya nasib seorang wanita yang menyia-
nyiakan kecantikannya waktu muda dengan berfoya-foya dan 
bergaul bebas yang tak terbatas. Dan kemudian setelah habis 
manis sepah dibuang, maka wanita itu tinggal seorang diri, tidak 
ada suami yang memeliharanya dan tak ada yang 
menyayanginya, bahkan tak ada keluarga yang membujuknya, 
seolah-olah ia tinggal  dalam neraka dunia, sesudah mengecap 
surga dunia beberapa waktu. Demikian nasib sebagian wanita-
wanita Barat yang tak bersuami waktu muda dan pemuda-
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pemudanya mogok berkawin karena cukup dengan berfoya-foya 
dan pergaulan bebas yang tak terbatas itu (Mahmud Yunus, 
1964: 6). Berlainan sekali dengan masib seorang wanita yang 
bersuami waktu mudanya. Setelah di bawa tua, di samping ada 
suami yang memeliharanya dan anak yang mencintainya, 
seolah-olah ia hidup dalam surga dunia sejak dari kecil sampai 
waktu tuanya. 
 Inilah hikmah berkawin, itulah faedah mendirikan rumah 
tangga yang damai dan teratur. Lain daripada itu faedah 
berkawin ialah memeliharakan diri seseorang supaya jangan 
jatuh ke lembah kejahatan (perzinaan). Karena bila ada istri, di 
sampingnya tentu akan terhidarlah ia daripada melakukan 
pekerjaan keji itu. Begitu juga wanita yang di sampingnya ada 
suami, tentu akan terjauh dari maksiat tersebut.  
 
Bersabda Nabi Muhammad saw : Artinya, “Bahwasannya 
berkawin lebih merendahkan pandangan mata (menjauhkan dari 
mata keranjang) dan lebih memelihara kehormatan 
(menghindarkan perzinaan).  
 
Dokter-dokter telah sepakat, bahwa perzinaan itu 
menyebabkan penyakit-penyakit kotor, di mana banyak orang 
melakukan pekerjaan keji itu maka di sanalah muncul penyakit-
penyakit kotor.  
 
Dr. H.W. Miller, M.A, M.D. dalam bukunya : “Jagalah 
kepada Kesehatan”, menerangkan dengan jalan demikian : 
Sifilis atau raja singa dan gonorhoa atau kencing nanah, ialah 
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dua jenis penyakit kotor yang berbahaya dan banyak terdapat di 
zaman sekarang (Miller dalam bukunya Idris Ramulyo, 1996: 
33). 
 
Sesungguhnya hama penyakit ini dapat juga masuk dalam 
badan dengan tidak melalui kemaluan tetapi boleh dikatakan 
bahwa penularan penyakit-penyakit ini hampir selalu disebabkan 
oleh persetubuhan. 
 
Kedua macam penyakit ini telah banyak membinasakan 
jiwa manusia. Penyakit kotor itu turun-temurun sampai pada 
anak cucu. Raja singa dan kencing nanah tidak saja melemahkan 
rohani dan jasmani tetapi juga membahayakan keselamatan 
rumah tangga.  
1) Hindarilah penularannya dengan menjauhkan diri dari 
perzinaan.   
2) Jagalah orang yang menderita penyakit ini supaya ia tidak 
dapat memindahkan penyakitnya itu kepada orang lain. 
 
Dr. Ahmad Ramali menerangkan dalam bukunya : 
Peraturan-peraturan untuk memelihara kesehatan dalam hukum 
syara’ Isalm sebagai berikut : Coitus (persetubuhan) adalah 
kehendak alam dan perlu; dan kawin adalah aturan yang 
seharusnya diturut (Idris Ramulyo, 1996: 33). 
 
2. Tinjauan Batasan Umur Melakukan Perkawinan  
a. Batasan Umur Melakukan Perkawinan Menurut Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974    
 li 
Menutut Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 menyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan suatu 
perkawinan maka seorang yang belum mencapai umur 21 (dua 
puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.  
 
Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 menrangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak 
pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak 
wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 
Dalam pelaksanaan pasal tersebut tidak terdapat keharusan 
atau mutlak karena dalam ayat yang lain yaitu ayat (2) 
menerangkan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 
inin dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat 
lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun 
pihak wanita.   
 
b. Batasan Umur Melakukan Perkawinan Menurut 
Kompilasi Hukum Islam. 
Mengenai batasan umur untuk melakukan perkawinan 
menurut Kompilasi Hukum Islam merangkan bahwa calon 
mempelai yang hendak melakukan perkawinan apabila calon 
mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun maka calon 
mempelai mendapat izin sebagai mana diatur dalam Pasal 6 ayat 
(2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 
 
Penjelasan dari Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut: 
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Pasal 6 ayat 2 :     Untuk melangsungkan Perkawinan seorang 
yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun harus mendapat izin kedua orang 
tua. 
Pasal 6 ayat 3 : Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah 
meninggal dunia datu dalam keadaan tidak 
mampu menyatakan kehendaknya, maka izin 
di maksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh 
dari orang tua yang masih hidup atau dari 
orang tua yang mampu menyatakan 
kehendaknya.  
Pasal 6 ayat 4 : Dalam hal kedua orang tua telah meninggal 
dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk 
menyatakan kehendaknya maka izin 
diperoleh dari wali, orang yang memelihara 
atau keluarga yang mempunyai hubungan 
darah dalam garis keturunan lurus  ke atas 
selama mereka masih hidup dan dalam 
keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 
Pasal 6 ayat 5 : Dalam hal ada perbedaan pendapat antara 
orang-orang yang disebut dalam ayat (2),  (3), 
dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih 
di antara mereka tidak menyatakan 
pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah 
hukum tempat tinggal orang yang akan 
melangsungkan perkawinan atas permintaan 
orang tersebut dapat memberikan izin setelah 
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lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut 
dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.    
 
3. Tinjauan Tentang Dispensasi Dalam Perkawinan Di Bawah 
Umur 
a. Pengertian Dispensasi 
Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu 
kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan 
kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak 
diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau 
dilaksanakan (Poewadarminta, 1976 : 357).  
 
b. Pengertian Dispensasi Dalam Perkawunan Di Bawah 
Umur 
Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan 
pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang akan 
melaksanakan prkawinan namun bagi calon mempelai tersebut 
belum dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan 
ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II 
khususnya Pasal 7 ayat (1)  
 
Apabila penyimpangan terhadap ketentuan pada Pasal 7 
ayat (1) maka diterangkan pada Pasal 7 ayat (2) bahwa 
penyimpanagan terhadap Pasal 7 ayat (1) haruslah dimintakan 
dispensasi kepada Pengadilan  
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Jadi dispensasi dalam perkawinan di bawah umur 
merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan 
perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai 
syarat umur perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk pihak pria 
mencapai umur 19 tahun dan untuk wanita mencapai umur 16 
tahun yang seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan 
untuk melaksanakan perkawinan namun karena alasan tertentu 
maka perkawinan tersebut diperbolehkan/ diizinkan.    
 
c. Syarat Pemberian Dispensasi Dalam Perkawinan Di 
Bawah Umur  
Pemberian dispensasi dalam perkawinan di bwah umur 
pada dasarnya dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat 
anatara lain sebagai berikut: 
1) Telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan. 
2) Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan 
manusia. 
 
Dalam hal ini dispensasi dalam perkawinan di bawah umur 
dapat diberikan kepada calon mempelai yang telah terpenuhi 
rukun sahnya perkawinan dan pemberian dispensasi tersebut 
bertujuan untuk kemaslahatan kehidupan calon mempelai 
meskipun syarat sahnya perkawinan belum terpenuhi.  
 
d. Tujuan Pemberian Dispensasi Dalam Perkawinan Di 
Bawah Umur    
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  Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan di 
bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak 
melaksankan perkawinan yang sebenarnya belum  memenuhi 
syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai 
dengan yang diterangkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974, namun karena adanya tujuan untuk 
kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan 
dapat diberikan kepada calon mempelai. 
 
Jelas sudah bahwa tujuan pemberian dispensasi terhadap 
perkawinan di bawah umur adalh untuk kepentingan 
kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan 
pemeberian dispensasi terhadap perkawinan di bahwah umur ini 
sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam 
kehidupan yang akan dijalani calon mempelai. 
 
 
 
B. Kerangka Pemikiran 
Perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi di masyarakat saat ini 
memang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu jika ada kejadian 
perkawinan di bawah umur yang salah satu calon mempelai pria atau 
calon mempelai wanitanya maupun kedua-duanya belum cukup umur 
maka harus diselesaikan atau minta dispensasi perkawinan ke Pengadilan 
Agama yang sebelumnya Kantor Urusan Agama menolak pernikahan di 
bawah umur.  
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Hakim sebelum memberi suatu putusan harus mempertimbangkan 
faktor-faktor penyebab kedua calon mempelai melakukan perkawinan di 
bawah umur dan tujuannya memberikan dispensasi perkawinan itu 
apakah memberikan hal yang positif atau negatif untuk tercapainya tujuan 
perkawinan sehingga hakim bisa bermusyawarah apakah nantinya 
putusan tersebut dikabulkan atau ditolak. 
 
Pada penulisan hukum ini penulis ingin mengetahui faktor-faktor 
yang meneyebabkan Pengadilan Agama Surakarta memberikan dispensasi 
dalam perkawinan di bawah umur, serta ingin mengetahui aspek-aspek 
positif dan negatif dalam ketentuan Pemberian dispensasi perkawinan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan dalam bentuk sebuah 
gambar seperti di bawah ini: 
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A. Hasil Penelitian    
 
1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pengadilan Agama 
Surakarta Memberikan Dispensasi dalam Perkawinan di 
Bawah Umur 
 
a. Hasil Wawancara pada Pengadilan Agama Kota 
Surakarta 
 
Berdasarkan hasil penelitian penulis pada 
Pengadilan Agama Kota Surakarta mengenai 
Permohonan Dispensasi Pengadilan Agama Dalam 
Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan 
Agama Surakarta), penulis dapat melakukan wawancara 
langsung dengan seorang hakim yang menangani kasus 
perkawinan di bawah umur yaitu dengan bapak Drs. 
Sultoni, MH. Dalam wawancara tersebut penulis 
memperoleh keterangan mengenai dispensasi 
perkawinan di bawah umur yaitu sebagai berikut: 
1) Pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur 
yaitu pernikahan yang di langsungkan di mana para 
calon mempelai atau salah satu calon mempelai 
belum mencapai batas umur minimal, yakni batas 
umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh 
Undang-undang dalam hal ini Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974. 
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2) Pengadilan Agama Kota Surakarta dalam kurun 
waktu awal tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 
2007 terdapat 8 (delapan) perkara permohonan 
dispensasi perkawinan di bawah umur yang salah 
satunya terjadi pada tanggal 17 Januari 2007 
tentang Permohonan Dispensasi Perkawinan di 
Bawah Umur oleh bapak Slamet Widodo bin 
Jumingan Santoso dan ibu Haryani binti Sugiyo 
Harjo Kartoyo terhadap puteranya Agus Bahran. 
3) Dasar dan faktor yang digunakan dalam pemberian 
dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu adanya 
pertimbangan kemaslahatan, yang maksudnya 
apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan 
terhadap calon mempelai tersebut maka akan 
dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang 
melanggar norma agama dan peraturan yang 
berlaku. Jadi dengan pemberian dispensasi 
perkawinan terhadap pasangan mempelai yang di 
bawah umur dapat menghindarkan pasangan 
mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan 
dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan di 
bawah umur dapat memberikan kemaslahatan 
(manfaat) yang besar dan lebih baik daripada tidak 
diberikan dispensasi. 
4) Faktor-faktor dominan yang menyebabkan 
terjadinya perkawinan di bawah umur dan perlu 
dimintakan dispensasi adalah karena adanya 
pergaulan yang semakin bebas sekarang ini dan 
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perkembangan jaman yang semakin modern 
sehingga banyak para penerus bangsa tidak bisa 
menyaring mana yang baik dan mana yang tidak 
baik. Akhir-akhir ini kita dapat menemukan dan 
mendengar banyak kejadian para Anak Baru Gede 
(ABG) melakukan hubungan layaknya suami-isteri 
sebelum melakukan perkawinan atau akad nikah 
karena pengaruh modernisasi dan masuknya film-
film porno yang merajalela. 
5) Dalam perkawinan di bawah umur 21 (dua puluh 
satu) tahun harus disetujui oleh wali dan 
perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) 
tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi 
wanita harus mendapat ijin atau dispensasi dari 
pengadilan. Jika dari salah 1 (satu) calon mempelai 
ada yang belum mencapai umur sesuai dengan 
ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan maka harus mendapatkan 
dispensasi dari pengadilan agama setempat. 
6) Perkawinan di bawah umur bisa menjadi salah satu 
faktor penyebab perceraian, hal ini karena dalam 
perkawinan di bawah umur  bukan merupakan 
faktor yang paling dominan apabila terjadi suatu 
perceraian. 
7) Dampak dari perkawinan di bawah umur dapat 
mengakibatkan kurangnya keharmonisan dalam 
rumah tangga (kurang siap terutama dari faktor segi 
ekonomi). 
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b. Hasil Wawancara dengan Narasumber dalam Salah Satu 
Perkara  Perdata Islam tentang Permohonan Dispensasi 
Perkawinan di Bawah Umur 
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis 
pada kasus pemberian dispensasi perkawinan di bawah 
umur yang dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta, 
penulis mendapati salah satu kasus mengenai 
permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu 
pada kasus permohonan dispensasi yang dilakukan oleh 
bapak Slamet Widodo bin Jumingan Santoso, umur 48 
tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di 
Sorogenen RT. 06 RW. 02 Kelurahan Jagalan 
Kecamatan Jebres Kota Surakarta, sebagai Pemohon I 
dan ibu Haryani binti Sugiyo Harjo Kartoyo, umur 40 
tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di 
Sorogenen RT. 06 RW.02 Kelurahan Jagalan Kecamatan 
Jebres Kota Surakarta, sebagai Pemohon II. Mereka 
mengajukan permohonan dispensasi dalam perkawinan 
di bawah umur untuk menikahkan putranya yang 
bernama Agus Bahran bin Slamet Widodo dengan Friska 
Setyowati binti Supriyanto.  
Dalam wawancara penulis dengan narasumber yaitu 
bapak Slamet Wiododo bin Jumingan Santoso 
menerangkan sebagai berikut : 
1) Bapak Slamet Widodo bin Jumingan Santoso, umur 
48 tahun,    agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat 
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tinggal di Sorogenen RT. 06 RW. 02 Kelurahan 
Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta dan ibu 
Haryani binti Sugiyo Harjo Kartoyo, umur 40 
tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat 
tinggal di Sorogenen RT. 06 RW.02 Kelurahan 
Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta, sebagai 
Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yaitu 
Agus Bahran yang berusia 17 tahun 9 bulan. Hal 
ini dilakukan mengingat perkenalan anaknya 
dengan seorang gadis yang bernama Friska 
Setyowati binti Supriyanto, umur 17 tahun, agama 
Islam, alamat di Karangasem RT.02 RW. II 
Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Kota 
Surakarta. Mereka berkenalan sejak sama-sama 
masih duduk di SMP, sehingga semakin hari 
semakin bertambah mesra. 
2) Mengingat hubungan mereka yang semakin mesra 
bahkan sudah pernah melakukan hubungan 
layaknya suami-istri hingga calon mempelai wanita 
hamil 4 ( empat) bulan maka akhirnya bapak 
Slamet Widodo dan ibu Haryani berniat 
menikahkan anaknya yaitu Agus Bahran dengan 
Friska Setyowati.  
3) Bapak Slamet Widodo akhirnya mulai mencari 
syarat-syarat untuk menikahkan anaknya dengan 
meminta surat pengantar dari Rukun Tetangga 
(RT), surat keterangan dari kantor kelurahan dan 
syarat-syarat yang lain. Setelah syarat-syarat 
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tersebut terpenuhi maka bapak Slamet Widodo 
kemudian mengajukan permohonan untuk 
menikahkan anaknya ke Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan Jebres. Setelah sampai di 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, 
ternyata permohonan yang telah diajukan tersebut 
ditolak denagn alasan bahwa usia anaknya belum 
memenuhi syarat sah untuk melakuan perkawinan. 
Kemudian Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan Jebres memberikan penjelasan bahwa 
dapat mengabulkan permohonan pernikahan anak 
dari bapak Slamet Widodo tersebut dengan syarat 
harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. 
Mengingat Pemohon dan anaknya saat ini tinggal 
di Surakarta maka yang menangani masalah ini 
yaitu di Pengadilan Agama Surakarta.  
4) Bapak Slamet Widodo kemudian mengajukan 
permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan 
Agama Surakarta dengan Surat Penolakan 
Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Karena syarat 
utama untuk dapat mengajukan permohonan 
dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama adalah 
harus ada atau mendapat Surat Penolakan dari 
Kepala Kantor Urusan Agama dari daerah 
setempat. 
 lxiv
5) Tanggal 17 Januari 2007 bapak Slamet Widodo dan 
ibu Haryani mengajukan dispensasi perkawinan di 
Pengadilan Agama Surakarta. 
6) Setelah melalui proses persidangan di Pengadilan 
Agama Surakarta yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang 
saksi yaitu : Orang tua dari calon mempelai 
perempuan atau wali nikah (Supriyanto), 
Sumaryono bin Harjo Kartoyo dan Sutarno bin 
Kartono. Sesuai dengan Berita Acara Persidangan 
Nomor : 03/Pdt.P/2007/PA.Ska. akhirnya 
permohonan dispensasi perkawinan bapak Slamet 
Widodo dan ibu Haryani dikabulkan oleh 
Pengadilan Agama Surakarta.  
7) Pemberian dispensasi perkawinan tersebut maka 
bapak Slamet Widodo dan ibu Haryani dapat 
menikahkan anaknya yaitu saudara Agus Bahran 
bin Slamet Widodo dengan saudari Friska 
Setyowati binti Supriyanto di  Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 
 
2. Aspek Positif dan Negatif dalam Ketentuan Pemberian 
Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur  
 
a. Hasil Wawancara pada Pengadilan Agama Kota 
Surakarta 
 
Berdasarkan hasil penelitian penulis pada 
Pengadilan Agama Kota Surakarta mengenai 
 lxv
Permohonan Dispensasi Pengadilan Agama Dalam 
Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan 
Agama Surakarta), penulis dapat melakukan wawancara 
langsung dengan seorang hakim yang menangani kasus 
perkawinan di bawah umur yaitu dengan bapak Drs. 
Sultoni, MH. Dalam wawancara tersebut penulis 
memperoleh keterangan mengenai aspek pasitif dan 
negatif dalam ketentuan pemberian dispensasi 
perkawinan di bawah umur. 
 
Bahwa dengan adanya kasus perkawinan di bawah 
umur yang khususnya dalam hal ini mengenai 
permohonan Pemohon bapak Slamet Widodo dan ibu 
Haryani untuk menikahkan Agus Bahran dengan Friska 
Setyowati. Agus Bahran yang masih berumur 17 tahun 9 
bulan belum memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 7 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana 
syarat bagi pihak pria sudah harus mencapai umur 19 
tahun. 
 
Dalam kasus tersebut bahwa hubungan Agus 
Bahran dengan Friska Setyowati semakin hari semakin 
mesra bahkan mereka telah melakukan hubungan 
layaknya suami-istri sehingga Friska Setyowati 
mengalami kehamilan 4 bulan. 
 
Hakim mempunyai dasar dan faktor yang 
digunakan dalam pemberian dispensasi perkawinan di 
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bawah umur yaitu adanya pertimbangan kemaslahatan, 
yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan 
pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan 
dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang 
melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. 
Jadi dengan pemberian dispensasi perkawinan terhadap 
pasangan mempelai yang di bawah umur dapat 
menghindarkan pasangan mempelai dari hal-hal yang 
tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap 
perkawinan di bawah umur dapat memberikan 
kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik 
daripada tidak diberikan dispensasi. 
 
Adanya dispensasi perkawinan di bawah umur 
diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon 
mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh 
agama dan hukum yang berlaku serta dengan pemberian 
dispensasi perkawinan diharapkan akan dapat membantu 
tercapainya tujuan dari sebuah perkawinan yang 
dilakukan oleh kadua calon mempelai. 
 
Kasus yang terjadi oleh Agus Bahran dan Friska 
Setyowati dapat dikabulkan atau diberi dispensasi oleh 
pengadilan disebabkan karena Friska Setyowati telah 
mengandung janin di luar nikah dari hubungannya 
dengan Agus Bahran. Sehingga hakim memberi ijin 
dispensasi kepada mereka untuk menikah supaya bayi 
dalam kandungan Friska Setyowati itu ada keluarga atau 
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orang tua yang menjadi panutannya kelak dan dalam 
kasus tersebut kedua keluarga masing-masing juga telah 
setuju jika anak mereka segera melakukan perkawinan. 
 
Adanya pemberian dispensasi perkawinan di bawah 
umur oleh Pengadilan Agama Kota Surakarta  dalam 
perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah 
umur yang dilakukan oleh bapak Slamet Widodo bin 
Jumingan Santoso dan ibu Haryani binti Sugiyo Harjo 
Kartoyo akan dapat membantu tercapainya tujuan 
perkawinan dari kedua calon mempelai yaitu saudara 
Agus Bahran bin Slamet Widodo dengan saudari  Friska 
Setyowati binti Supriyanto sudah mampu membentuk 
keluarga yang bahagia. 
 
Banyak perkawinan di bawah umur itu sering kali 
akan menyebabkan perceraian. Tetapi perkawinan di 
bawah umur itu bukan merupakan factor utama 
penyebab terjadinya perceraian. Kondisi ekonomi calon 
mempelai dan kondisi mental calon mempelai sangat 
mendukung keduanya dalam menjalani bahtera rumah 
tangga. 
 
Hakim melihat banyak sekarang ini para generasi 
muda terpengaruh oleh dunia barat. Hakim tidak tega 
jika anak di bawah umur melakukan perkawinan karena 
mereka belum bisa bagaimana caranya untuk 
mengarungi yang namanya bahtera rumah tangga. 
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Perlunya pengawasan dari keluarga khususnya orang tua 
untuk mendidik anak-anaknya supaya mereka tahu mana 
yang baik dan mana yang buruk. 
 
Hakim dalam memutus kasus perkawinan di bawah 
umur memandang mana yang lebih banyak hal positifnya 
atau hal negatifnya. Dengan pemberian dispensasi 
tersebut apakah memperbaiki hubungan calon mempelai 
ataukah sebaliknya. Hakim juga mempertimbangkan 
faktor apa yang menyebabkan para calon mempelai 
tersebut ingin melakukan perkawinan di bawah umur. 
Hakim dalam memutus dengan seadil-adilnya dan 
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974, 
Kompilasi Hukum Islam dan yang terpenting 
berdasarkan Al-Qur’an. 
 
b. Hasil Wawancara pada Narasumber Seorang Ustadz 
 
Berdasarkan penelitian penulis mengenai aspek –
aspek positif dan negatif dalam ketentuan pemberian 
dispensasi perkawinan di bawah umur, penulis dapat 
melakukan wawancara langsung dengan seorang Ustadz 
yang mengetahui tentang perkawinan di bawah umur 
dalam Islam yaitu dengan bapak H. Syamsul. 
 
Perkawinan itu menghalalkan suatu hubungan 
kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan dasar 
sukarela dan diridhoi oleh Allah. Jadi perkawinan di 
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bawah umur itu boleh dilaksanakan asal kedua calon 
mempelai saling mencintai, dari pihak keluarga 
menyetujui, dan perkawinan itu dilaksanakan untuk 
menghindari dari perbuatan-perbuatan yang dilarang 
agama Islam. 
 
Dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 30 bahwa laki-
laki yang beriman hendaknya menahan pandangannya 
dan memelihara kemaluannya karena Allah Maha 
Mengetahui. Surat An-Nur ayat 31 juga menjelaskan 
bahwa wanita yang beriman hendaknya mereka menahan 
pandangannya dan memelihara kemaluannya dan 
janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali 
yang nampak daripadanya. 
 
Kita sekarang banyak melihat adanya film-film 
yang merusak generasi muda dengan adegan yang mesra 
ditambah adanya adegan ciuman. Anak-anak SMP sudah 
berani berpacaran bahkan mereka memperagakan seperti 
adegan yang ada di film. Adanya era modernisasi ini 
membuat iman generasi muda menjadi lemah, 
pendidikan agama yang diajarkan hanya digunakan 
sebagai pelengkap. 
 
Perkawinan di bawah umur dikatakan sebuah aib 
yang harus dihindari tetapi sebenarnya perkawinan di 
bawah umur itu sangat bermanfaat agar generasi muda 
terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Allah akan 
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memberikan pahala karena dengan perkawinan berarti 
kita sudah menjauhi larangan Allah dan terhindar dari 
yang namanya zina. 
 
Aspek positif yang diambil dari perkawinan di 
bawah umur itu para calon mempelai terhindar dari 
perbuatan yang dilarang oleh agama dan jika mereka 
sudah benar-benar suka dengan didasari rasa cinta maka 
secepatnya dikawinkan daripada mereka hanya pacaran 
yang nantinya akan terjerumus dari perbuatan zina dan 
mendapatkan dosa. 
 
Ketakutan yang dihadapi nantinya banyak merebak 
perkawinan di bawah umur karena pengaruh seseorang 
dan lama kelamaan perkawinan di bawah umur menjadi 
fenomena serta menjadi kebiasaan yang mengakar. 
Nantinya anak di bawah umur lama-kelamaan banyak 
yang melakukan zina dan tidak mengenal Allah. 
 
Perkawinan di bawah umur itu boleh dilakukan dan 
bagaimana caranya kita mempertahankan hubungan 
rumah tangga ini di hadapan Allah, karena perkawinan 
jika bisa dilakukan sekali saja seumur hidup kita.  
  
c. Hasil Wawancara dengan Narasumber dalam Salah Satu 
Perkara  Perdata Islam tentang Permohonan Dispensasi 
Perkawinan di Bawah Umur 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis 
pada kasus pemberian dispensasi perkawinan di bawah 
umur yang dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta, 
penulis mendapati salah satu kasus mengenai 
permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu 
pada kasus permohonan dispensasi yang dilakukan oleh 
bapak Slamet Widodo bin Jumingan Santoso, umur 48 
tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di 
Sorogenen RT. 06 RW. 02 Kelurahan Jagalan 
Kecamatan Jebres Kota Surakarta, sebagai Pemohon I 
dan ibu Haryani binti Sugiyo Harjo Kartoyo, umur 40 
tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di 
Sorogenen RT. 06 RW.02 Kelurahan Jagalan Kecamatan 
Jebres Kota Surakarta, sebagai Pemohon II. Mereka 
mengajukan permohonan dispensasi dalam perkawinan 
di bawah umur untuk menikahkan putranya yang 
bernama Agus Bahran bin Slamet Widodo dengan Friska 
Setyowati binti Supriyanto.  
 
Aspek positif yang diterima perkawinan anak dari 
bapak Slamet Widodo dan ibu Haryani yang telah diberi 
dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama Surakarta 
adalah sebagai orang tua sangat senang karena dengan 
adanya pemberian dispensasi perkawinan tersebut maka 
Agus Bahran dan Friska Setyowati dapat menikah di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta 
yang sebelumnya ditolak 
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Bapak Slamet Widodo sekeluarga pertama kali 
mendengar anaknya telah melakukan hubungan layaknya 
suami istri dengan Friska Setyowati sangatlah kaget 
apalagi Friska Setyowati telah hamil 4 bulan. Walau 
bagaimanapun bapak Slamet Widodo bangga kepada 
Agus Bahran karena berani mengakui serta ingin 
bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya 
bersama Friska Setyowati. 
 
Adanya kejadian itu bapak Slamet Widodo dan ibu 
Haryani yang masih mempunyai 3 anak yang belum 
dewasa dan belum kawin, bagaimana caranya mereka 
mendidik anak-anaknya dengan baik supaya jangan 
sampai kejadian seperti Agus Bahran terulang kembali. 
Sekarang bapak Slamet Widodo dan ibu Haryani lebih 
memperketat pengawasan kepada anak-anaknya dan 
memberi pendidikan agama supaya tahu mana perintah-
Nya dan mana larangan-Nya. 
 
Aspek negatif yang diterima dengan adanya 
perkawinan di bawah umur yang dilakukan anaknya 
yaitu kata-kata yang tidak mengenakkan  dari tetangga 
bahkan dari keluarganya juga apalagi Agus Bahran 
sebelum menikah telah menghamili Friska Setyowati 
terlebih dahulu. Sebagai orang tua, bapak Slamet 
Widodo dan ibu Haryani ingin melihat anak-anaknya 
bahagia  melebihi mereka. 
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Rumah tangga Agus Bahran dan Friska Setyowati 
lebih bahagia sekarang dibanding saat pertama mereka 
menjalani perkawinan. Dengan adanya nasihat yang 
tidak henti-hentinya dari bapak Slamet Widodo, ibu 
Haryani dan besan maka hubungan Agus Bahran dan 
Friska Setyowati lama kelamaan lebih bahagia apalagi 
sekarang mereka sudah mempunyai anak yang bernama 
HARY TJAHYONO dan sekarang mereka juga telah 
sama-sama bekerja. 
 
Bapak Slamet Widodo dan ibu Haryani sebagai 
orang tua ingin memberi nasihat kepada anak-anak di 
bawah umur, jika bisa mereka mengejar impian setinggi 
langit dan jangan pacaran sampai melakukan hubungan 
yang terlalu jauh. Bapak Slamet Widodo dan ibu Haryani 
juga berpesan kepada orang tua supaya mendidik dan 
mengawasi anak-anaknya di manapun dia berada, 
tanamkan pendidikan agama sedini mungkin untuk 
kepada anak-anak supaya mengetahui mana peritah-Nya 
dan mana larangan-Nya     
 
B. Pembahasan 
 
1. Faktor-faktor  yang Menyebabkan Pengadilan Agama 
Surakarta Memberikan Dispensasi dalam Perkawinan di 
Bawah Umur 
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Dispensasi perkawinan pada perkara perdata Islam 
mengenai perkawinan di bawah umur yang terjadi pada 
bapak Slamet Widodo dan ibu Haryani, sesuai dengan Pasal 
7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ayat 
(1) dan ayat (2)  
 
Dalam kasus perkawinan dibawah umur, penulis 
berpendapat bahwa perkawinan yang mereka lakukan hanya 
didasari pada cinta. Seolah cinta semata-mata menjadi dasar 
suatu perkawinan. Berdasarkan hukum yang diajarkan Islam 
kepada para penganutnya ialah perkawinan (pernikahan) 
yang dibenarkan oleh Tuhan adalah suatu perkawinan yang 
didasarkan pada suatu akidah/aturan agama, di samping cinta 
dan ketulusan hati dari keduanya. Dengan landasan dan 
naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan 
tenteram, penuh rasa cinta dan kasih sayang. 
 
“Perkara perdata Isalam yang dialami oleh bapak Slamet 
Widodo dan Ibu Haryani yang menikahkan anaknya yaitu 
Agus Bahran bin Slamet Widodo yang masih berumur 17 
tahun 9 bulan dengan Friska Setyowati binti Supriyanto, 
mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 mengenai syarat-syarat perkawinan, 
dimanan syarat bagi pihak pria sudah mencapai umur 19 
(sembilan belas ) tahun maka permohonan nikah yang telah 
diajukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari 
Kota Surakarta akhirnya ditolak. Hal ini telah sesuai dengan 
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Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) 
yang menerangkan bahwa :  
Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga 
perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang 
telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon 
suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon 
istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 
 
 
Perkara perdata Islam yang terjadi pada bapak Slamet 
Widodo dan ibu Haryani yang hendak menikahkan anaknya 
Agus Bahran yang masih dibawah umur perlu permohonan 
dispensasi ke Pengadilan Agama Surakarta supaya 
pelaksanaan pernikahan antara Agus Bahran dengan Friska 
Setyowati dapat dilaksanakan 
 
Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 yang 
didalamnya mnerangkan bahwa apabila terdapat 
penyimpangan dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu dimana terdapat 
pasangan calon mempelai yang belum mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun untuk calon mempelai laki-laki dan 
16 (enam belas) tahun untuk calon mempelai wanita maka 
dapat dimintakan dispensasi di pengadilan agama. 
 
Proses permohonan dispensasi perkawinan, syarat yang 
paling utama atau syarat yang sangat dibutuhkan untuk dapat 
mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dalam 
perkara perdata Islam ini adalah bukti yang berupa 
penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari 
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Kota Surakarta dan adanya bukti Akta Kelahiran atas nama 
yang dimintai permohonan. 
 
Faktor pemberian dispensasi perkawinan oleh 
Pengadilan Agama Surakarta dalam perkara perdata Islam 
mengenai permohonan dispensasi perkawinan di bawah 
umur oleh bapak Slamet Widodo dan ibu Haryani adalah 
untuk kemaslahatan (manfaat) antara Agus Bahran dan 
Friska Setyowati dalam menjalani bahtera rumah tangga. 
 
Dalam analisa terhadap perkara perdata Islam tersebut, 
penulis melihat bahwa faktor pemberian dispensasi 
perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama 
Surakarta pada dasarnya adalah mengingat terdapat tujuan 
untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dalam 
perkawinan yang hendak dilangsungkan oleh kedua calon 
mempelai untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. 
 
Menurut penulis perencanaan perkawinan tersebut tidak 
terdapat tujuan yang diharamkan (menciptakan kerusakan 
dan kejahatan) oleh agama sekaligus tidak terdapat unsur-
unsur yang dilarang oleh agama (larangan perkawinan 
karena berbeda agama). Menrut ajaran Islam dalam 
perkawinan tersebut pada dasarnya telah terpenuhi rukun 
dan syaratnya perkawinan yang telah ditentukan oleh hukum 
Islam, sebagaimana disebutkan syarat umum menurut 
hukum Islam sesuai dengan ketentuan di mana terdapat 
larangan perkawinan karena perbedaan agama. Penjelasan 
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terdapat larangan perkawinan tersebut telah dijelaskan tidak 
memperbolehkan perkawinan antara seorang laki-laki yang 
beragama Islam dengan wanita-wanita yang tidak beragama 
Islam (musrik) karena perempuan yang beriman kepada 
Allah jauh lebih baik dari perempuan yang tidak beragama 
Islam (musrik) walaupun wanita musrik itu menarik hati 
laki-laki yang beragama Islam. 
 
Perkawinan akan sah apabila dilakukan antara laki-laki 
dan perempuan yang beragama Islam yang hal itu 
merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Apabila 
hukum Islam tersebut tidak diidahkan maka perkawinan 
akan berakibat batal, hal yang demikian ini seluruh kaum 
muslimin berhak untuk menggagalkan perkawinan itu dan 
dalam perkara perdata Islam kedua calon mepelai harus 
mempunyai agama yang sama yaitu agama Islam.    
 
Menurut penulis keputusan Pengadilan Agama Surakarta 
untuk memberikan dispensasi perkawinan kepada Pemohon 
bapak Slamet Widodo dan ibu Haryani untuk menikahkan 
anaknya Agus Bahran dengan Friska Setyowati, karena jika 
tidak diberikan dispensasi perkawinan maka akhirnya 
pemohon tidak dapat menikahkan anaknya yang akhirnya 
dapat menimbulkan atau bisa menjerumuskan kepada calon 
mempelai dengan perbuatan zina yang dilarang oleh agama 
dan menyimpang dari ketentuan norma-norma sosial yang 
terdapat dalam kehidupan bermasyarakat, mengingat 
hubungan mereka yang belakangan semakin erat dan 
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semakin mesra sehingga mengkhawatirkan kedua orang tua 
mereka. Jika hal ini dibiarkan begitu saja bisa menimbulkan 
berbagai akibat yang buruk dan tidak diinginkan di dalam 
kehidupan berkeluarga yang telah dijalani. Dengan demikian 
pemberian dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama 
Surakarta akan dapat membantu calon mempelai untuk 
terhidar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama 
maupun peraturan hukum yang berlaku.  
 
Menurut penulis pemberian dispensasi terhadap 
perkawinan di bawah umur yang diberikan oleh Pengadilan 
Agama Surakarta terhadap permohonan dispensasi 
perkawinan yang dilakukan oleh bapak Slamet Widodo dan 
ibu Haryani pada dasarnya bertujuan untuk membantu 
tercapainya tujuan pernikahan yaitu membantu keluarga 
yang bahagia dengan dasar rasa cinta, kasih dan sayang 
untuk memperoleh keturunan yang sah dan bisa menjadi 
penerus keturunannya serta dapat mendoakan orang tua 
setelah meninggal dunia. 
 
Perkawinan yang dilakukan anaknya yang bernama Agus 
Bahran dengan Friska Setyowati akan terhidar dari 
penyaluran tabiat kemanusian yang tidak sah dan dapat 
menghindarka dari terjadinya hal-hal yang tidak baik dalam 
kehidupan bermasyarakat. Dengan perkawinan tersebut 
dapat membentuk dan mengatur rumah tangga yang 
merupakan basis pertama dari masyarakat dari sebuah 
keluarga yang terbentuk dari perkawinan yang dilakukan 
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dengan sah, baik sah menurut agama ataupun sah menurut 
negara. 
 
 Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan 
adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk meraih semua yang 
diharapkan maka suami istri perlu membantu dan 
melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan 
kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan 
spiritual dan materiil. Sebagai negara yang berdasarkan 
Pancasila di mana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang 
Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang 
erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga 
perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani 
tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang 
penting. 
    
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari pihak 
Pengadilan Agama Surakarta mengingat alasan dan tujuan 
yang diajukan tersebut di atas akhirnya sesuai pertimbangan 
Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta atas 
permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh 
bapak Slamet Widodo dan ibu Haryani dapat dikabulkan. 
Maka daripada itu bapak Slamet Widodo dan ibu Haryani 
dapat segera menikahkan anaknya yaitu saudara Agus 
Bahran dengan saudari Friska Setyowati.  
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2. Aspek Positif dan Negatif dalam Ketentuan Pemberian 
Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur  
 
Perkawinan bukanlah suatu paksaan bagi kedua calon 
mempelai tetapi perkawinan itu suatu perjanjian suci di 
mana kedua calon mempelai tidak merasa dipaksa dan saling 
mencintai untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. 
 
Menurut penulis perkawinan di bawah umur itu 
mempunyai beberapa hal yang perlu dicermati lagi. 
Kebanyakan kita melihat umur dijadikan patokan 
menentukan batas boleh tidaknya melakukan suatu 
perkawinan. 
 
Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan 
suatu perkawinan maka seorang yang belum mencapai umur 
21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang 
tua. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 menrangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika 
pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun 
dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) 
tahun. 
 
Menurut penulis, umur bukanlah patokan untuk 
dijadikan melakukan perkawinan tetapi kesiapan mental 
mereka untuk melakukan sebuah perkawinan dan 
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kedewasaan serta tanggung jawab menafkahi keluarga bagi 
seorang laki-laki adalah yang terpenting. Karena sekarang 
banyak anak SMP yang telah beranjak dewasa dalam hal 
berpikir dan berkembang. 
 
Menurut penulis aspek positif dalam pemberian 
dispensasi perkawinan itu lebih banyak diperoleh daripada 
aspek negatifnya bahkan aspek negatif banyak yang ditutupi 
sehingga menjadikan positif untuk kepentingan bersama. 
Dengan adanya pemberian dispensasi perkawinan di bawah 
umur menurut penulis dilakukan untuk kebaikan dan 
kemaslahatan. Seseorang yang melakukan perkawinan di 
bawah umur itu lebih baik dilakukan  daripada mereka hanya 
pacaran yang pada akhirnya terjerumus menjadi zina. 
Perkawinan itu adalah perintah Allah untuk menjauhi dari 
perbuatan zina dan jika mereka melaksanakannya 
merupakan ibadah serta akan mendapatkan pahala. 
 
Asal hukum melakukan perkawinan menurut pendapat 
sebagian besar para fukaha (para sarjana Islam)  adalah 
mubah atau ibahah (halal atau kebolehan), tetapi dapat 
berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab (‘illahnya) kausanya 
yaitu (Idris Ramulyo, 1996: 21) : 
 
Perkawinan sunat adalah dipandang dari segi 
pertumbuhan fisik (jasmani) seseorang pria telah wajar dan 
berkeinginan untuk menikah, sedangkan baginya ada biaya 
sekadar hidup sederhana, maka baginya sunat untuk 
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melakukan pernikahan. Andaikata dia menikah mendapat 
pahala dan kalau dia tidak atau belum menikah tidak 
berdosa. Bagi wanita yang belum mempunyai keinginan 
untuk nikah tapi butuh perlindungan atau nafkah dari 
seorang suami maka sunat baginya nikah. 
 
Perkawinan wajib adalah apabila seorang pria 
dipandang dari sudut fisik (jasmani) pertumbuhannya sudah 
sangat mendesak untuk menikah, sedangkan dari sudut biaya 
kehidupan  telah mampu dan mencukupi, sehingga kalau dia 
tidak menikah mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus 
kepada penyelewengan melakukan hubungan seksual, maka 
wajiblah baginya menikah. Bilamana baginya dia tidak 
menikah akan berdosa di sisi Allah. Demikian juga seorang 
wanita yang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan 
orang jahat bilamana ia tidak menikah, maka wajib baginya 
menikah. 
 
Perkawinan makruh adalah seseorang yang dipandang 
dari sudut pertumbuahan jasmaninya telah wajar untuk 
nikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada 
biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan 
membawa kesengsaraan hidup istri dan anak-anaknya, maka 
makruhlah baginya untuk kawin. Tetapi andaikata dia kawin 
juga tidak berdosa atau tidak pula berpahala sedangkan 
apabila dia tidak menikah dengan pertimbangan 
kemaslahatan itu tadi maka dia akan mendapat 
pahala.Ditinjau dari sudut wanita telah wajar untuk kawin 
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(nikah) tetapi ia meragukan dirinya akan mampu mematuhi 
dan menaati suaminnya dan mendidik anak-anaknya, maka 
makruh baginya untuk menikah. Makruh menikahi pria yang 
belum mampu mendirikan rumah tangga dan belum 
mempunyai niat untuk kehendak untuk nikah. 
 
Perkawinan haram adalah bila seorang pria atau wanita 
tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban 
sebagai suami istri, atau pria ingin menganiaya wanita atau 
sebaliknya pria / wanita ingin memperolok-olokan 
pasangannya saja maka haramlah yang bersangkutan itu 
menikah. 
 
Tujuan dari perkawinan adalah memperoleh keturunan 
sah yang akan melangsungkan keturunan serta 
memperkembangkan suku-suku bangsa manusia dan 
memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Dalam 
ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist Rasulullah saw. bahwa Islam 
menganjurkan perkawinan agar terwujud keluarga yang 
besar dan mampu mengatur kehidupan mereka di bumi serta 
dapat menikmati dan memanfaatkan segala yang telah 
disediakan Allah. 
 
Rasulullah saw. menganjurkan kawin bagi mereka 
yang telah memenuhi syarat-syarat fisik dan materiil yang 
diperlukan, sebab manfaatnya kawin adalah untuk menjaga 
jangan terjerumus dan melanggar larangan Allah, yaitu 
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melakukan zina yang sangat dimurkai Allah, yang akibatnya 
sangat merusak kepada dirinya, keluarga dan masyarakatnya. 
 
Menurut penulis perkawinan di bawah umur dipandang 
sebelah mata oleh banyak masyarakat . Banyak masyarakat 
mempunyai pandangan bahwa perkawinan di bawah umur 
itu dilakukan semata-mata karena calon mempelai 
perempuan telah hamil duluan, tidak salah jika mereka 
mempunyai pandangan seperti tersebut karena masa depan 
para anak yang di bawah umur itu masih sangat panjang. 
Tetapi banyak juga perkawinan itu dilangsungkan karena 
untuk menghalalkan suatu hubungan suami istri daripada 
hanya terlalu lama berpacaran karena jika kita berpacaran 
dan duduk hanya berdua di suatu tempat yang sepi maka ada 
satu teman lagi yang menemani yaitu syaitan. Syaitan inilah 
yang nantinya menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang 
dilarang oleh Allah berupa perbuatan zina. 
 
Menurut penulis hal negatif yang ditimbulkan dari 
perkawinan di bawah umur apalagi jika perkawinan di 
bawah umur tersebut dilakukan karena mempelai wanita 
telah hamil terlebih dahulu yaitu dari segi agama para calon 
mempelai berarti telah melakukan perbuatan zina dan zina 
itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Secepatnya 
mereka bertaubat kepada Allah dan jangan mengulangin 
perbuatan itu lagi. Di masyarakat, mereka akan dihina dan 
bisa saja dikucilkan dari tetangga maupun keluarga sendiri. 
Kurangnya kedewasaan anak di bawah umur belum siap 
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bagaimana caranya hidup untuk mengarungi bahtera rumah 
tangga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
A. Simpulan 
 
Dari hasil pembahasan mengenai perkara perdata Islam yang berkaitan 
dengan masalah permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur pada 
Pengadilan Agama dalam contoh perkara yang terjadi oleh bapak Slamet Widodo 
binJumingan Santoso dan ibu Haryani binti Sugiyo Harjo Kartoyo maka penulis 
dapat mengambil simpulan sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pengadilan Agama Surakarta Memberikan 
Dispensasi dalam Perkawinan di Bawah Umur. 
a. Faktor-faktor yang menyebabkan Pengadilan Agama Surakarta dalam 
memberikan dispensasi perkawinan terhadap perkara perdata Islam 
mengenai permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur oleh 
bapak Slamet Widodo bin Jumingan Santoso dan ibu Haryani binti 
Sugiyo Harjo Kartoyo pada dasarnya untuk menghindari terjadinya 
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perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, peraturan hukum yang 
berlaku dan demi kehidupan kemaslahatan. 
b. Pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan mempelai yang di 
bawah umur dapat menghindarkan pasangan mempelai dari hal-hal 
yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan 
di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar 
dan lebih baik daripada tidak diberikan dispensasi. 
 
2. Aspek-aspek Positif dan Negatif dalam ketentuan Pemberian Dispensasi 
Perkawinan di Bawah Umur. 
a. Dalam perkawinan di bawah umur banyak sekali hal-hal atau aspek-
aspek positif dan negatif, tidak semua perkawinan di bawah umur 
berdampak buruk bagi mempelai yang menjalaninya. Hal ini didukung 
dengan bagaimana kondisi yang ada di sekitarnya missal kondisi 
ekonomi calon mempelai dan kondisi mental calon mempelai.  
b. Aspek positif dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur 
lebih banyak dirasakan dari aspek negatifnya bahkan aspek negatifnya 
bisa ditutupi untuk kepentingan kemaslahatan. 
 
B. Saran 
  
Berdasarkan uraian pembahasan masalah dalam penelitian ini maka penulis 
memberikan sedikit saran sebagai berikut: 
1. Mengingat faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah 
umur adalah karena adanya pergaulan yang semakin bebas maka dibutuhkan 
pengawasan dari keluarga terhadap anaknya ketika mereka menginjak usia 
dewasa dan dibutuhkan penanaman moral serta pendidikan agama yang kuat 
untuk memberikan benteng mental. 
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2. Dengan adanya dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan 
mampu untuk membantu calon mempelai terhindar dari perbuatan yang 
dilarang oleh agama dan hukum, serta dengan pemberian dispensasi 
perkawinan diharapkan akan dapat membantu tercapainya tujuan perkawinan 
dari calon mempelai.  
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